
   
 

BUPATI TANGERANG 
PROVINSI BANTEN 

 
PERATURAN BUPATI TANGERANG 

 
NOMOR 15 TAHUN 2016 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 133 TAHUN 2015  

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI TANGERANG, 

 
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten 

Nomor 4 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016, 
Peraturan Gubernur Banten Nomor 72 Tahun 2015 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Propinsi Banten Tahun Anggaran 2016, dan Keputusan 
Gubernur Banten Nomor 978/Kep.15-Huk/2016 tentang 
Pemberian Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus kepada 
Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016, 
Pemerintah Kabupaten Tangerang mendapat alokasi bantuan 
keuangan dari Pemerintah Provinsi Banten sebesar 
Rp152.478.255.000,00 (seratus lima puluh dua miliar empat 
ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus lima puluh lima 
ribu rupiah); 

b. bahwa dengan adanya alokasi Bantuan Keuangan dari 
Pemerintah Propinsi Banten sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan untuk menempatkan kegiatan-kegiatan yang 
telah ditetapkan peruntukkannya dalam Bantuan Keuangan 
Provinsi Banten serta adanya pergeseran antar rincian obyek 
belanja dalam satu obyek belanja dan pergeseran antar 
obyek belanja dalam satu jenis belanja pada satu kegiatan 
dalam rangka tercapainya kinerja kegiatan, perlu melakukan 
perubahan terhadap Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, penambahan dan 
pergeseran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat 
Pengelola Keuangan Daerah Formulir 1 (DPA-PPKD 1), 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola 
Keuangan Daerah Formulir 2.1 (DPA-PPKD 2.1) dan 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 
Daerah Formulir 2.2 dan Formulir 2.2.1 (DPA-SKPD 2.2 dan 
DPA-SKPD 2.2.1); 

 

 

c. bahwa… 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf  a  dan  huruf  b,  perlu  menetapkan  
Peraturan   Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Nomor 133 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta 
dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2851); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, 
Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun  2000 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003  
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor  
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor   4421); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor  
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4938); 

9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia 4456); 

 

10. Undang-Undang… 
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10. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049);  

11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 
Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (Lembaran  Negara   
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 

12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan 
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5280); 

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik     Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015    Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4416) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor  4712); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5340); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

 

 

17. Peraturan… 
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor  65  Tahun  
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5155); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor   4578); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4585); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor  5141); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

25. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Pembangunan Untuk 
Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 156); 

26. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan 
Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat 
Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81); 

 

27. Peraturan… 
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27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006  
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;   

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah; 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 
tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung 
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan 
Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah;  

31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang 
Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 
Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya 
Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik 
Pemerintah Daerah; 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;  

33. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 
2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2009 Nomor 
02); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15 Tahun 
2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 
Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 
2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Tangerang Nomor 1514); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 
2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tangerang Tahun 2014 Nomor 10); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI NOMOR 133 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2016. 

 
 
 

Pasal I… 
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Pasal I 
 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 133 
Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten 
Tangerang Tahun 2015 Nomor 135), diubah sebagai berikut: 
 
1. Ketentuan Pasal 1 huruf a angka 3 dan huruf b angka 2, huruf 

b angka 1 huruf a) dan anga 2 diubah, sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 

 
Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2016 terdiri atas: 

a. Pendapatan Daerah : 
1. Pendapatan Asli Daerah  

Sejumlah Rp.1.589.453.708.756,- 
2. Dana Perimbangan Sejumlah Rp.2.100.699.288.540,- 
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah  
 Yang Sah Sejumlah Rp.   665.798.884.627,- 
Jumlah Pendapatan Rp.4.355.951.881.923,- 

b. Belanja Daerah: 
1. Belanja Tidak Langsung  

a) Belanja Pegawai Rp.1.510.213.288.774,- 
b) Belanja Hibah Rp.     64.916.200.000,- 
c) Belanja Bantuan Sosial Rp.     32.109.000.000,- 
d) Belanja Bagi Hasil Kepada  
 Propinsi Dan Pemerintahan 
 Desa Rp.     43.722.179.068,- 
e) Belanja Bantuan Keuangan  
 Kepada Propinsi/Kabupaten/ 
 Kota Dan Pemerintahan Desa Rp.   225.033.209.353, 
f) Belanja Tidak Terduga Rp.     12.300.000.000,- 
 Rp.1.888.293.877.195,- 
 

2. Belanja Langsung  
a) Belanja Pegawai Rp.   204.803.166.649,- 
b) Belanja Barang Dan Jasa Rp.1.219.841.045.209,- 
c) Belanja Modal Rp.1.616.141.840.661, 
 Rp.3.040.141.882.519,- 
Jumlah Belanja Daerah Rp.4.928.435.759.714,- 
Surplus/(Defisit) Rp.  (572.483.877.791,-) 

c. Pembiayaan Daerah: 
1. Penerimaan Pembiayaan  

Sejumlah Rp.    582.483.877.791,- 
2. Pengeluaran Pembiayaan 

Sejumlah Rp.     10.000.000.000,- 
Pembiayaan Netto Rp.    572.483.877.791, 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran  
Tahun Berkenaan Rp.                            0,- 

 
 

2. Ketentuan... 
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2. Ketentuan Lampiran I, Lampiran Ia, Lampiran II, Lampiran III 
diubah sebagaimana tercantum dalam: 
a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD; 
b. Lampiran Ia Ringkasan Penjabaran APBD Berdasarkan 

Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan 
c. Lampiran II Penjabaran APBD; 
d. Lampiran III Dafttar Nama Penerima, Alamat, dan Besaran 

Alokasi Bantuan Hibah Yang Diterima, 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan 
bupati ini. 

 
Pasal II 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Tangerang. 

 
Ditetapkan di  Tigaraksa 
pada tanggal 28 April 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 

Diundangkan di Tigaraksa 
pada tanggal 28 April 2016 
 

      SEKRETARIS DAERAH 
   KABUPATEN TANGERANG, 
 
                    
                   ttd 
 
        ISKANDAR MIRSAD 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2016 NOMOR 15 
 
 

BUPATI TANGERANG,  
 

                      ttd 
 
 

A. ZAKI ISKANDAR 
 


